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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

       Secara konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat ke-4 telah menjelaskan 

keberadaan kepala daerah,  “gubernur,  bupati,  dan  walikota  masing-masing  sebagai  

kepala  pemerintah  provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis”.1 

Banyak yang menafsirkan bahwa dipilih secara demokratis adalah melalui pemilihan 

langsung, atau lebih di kenal dengan istilah PILKADA langsung. Pada saat 

dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung 

dimana hal ini dirasakan memang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan yang 

sebelumnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun 

kenyataannya dalam perjalanan sistem pemilihan  kepala daerah secara langsung  dengan 

satu sistem satu paket kepala daerah dan wakil kepala daerah masih memunculkan 

banyak  permasalahan diantaranya terkait pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang 

wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas –tugas pemerintahan2.  

Wakil Kepala Daerah selanjutnya dalam penelitian ini digunakan istilah Wakil 

Walikota selama ini sering dipertanyakan peran dan fungsinya, hal ini tidak lepas dari 

banyaknya kritikan terhadap kinerja wakil walikota, serta banyaknya perpecahan atau 

pecah kongsi yang terjadi antara kepala daerah dan wakilnya dalam menjalankan 

pemerintahan daerah. Wakil walikota merupakan pejabat dalam struktur pemerintahan 

daerah, namun keberadaannya sampai saat ini masih ada yang memperdebatkannya.  

 
1 Risal dan La Ode Munawir, Pembagian Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Dalam Penyelenggaran Pemerintahan, Jurnal Ilmu Hukum Legalstanding, Vol.5, No.2, September, 2021, 

hlm 71-80. 
2. Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Demokrasi Otonomi Daerah, Universitas Padjajaran 

Press, Bandung, hlm. 24 



2 
 

 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu 

oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, 

Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota 

disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 

pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 

satu kali masa jabatan.  

Masih berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dijelaskan juga hal-hal terkait  Tugas, 

Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . Kepala  

daerah  bertanggung  jawab  memimpin  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di 

daerah  yang  menjadi  kewenangan  daerah  dan  kebijakan  yang  ditetapkan  bersama  

DPRD, memelihara  ketertiban  umum,  menyusun  dan  menyampaikan  rancangan  

peraturan daerah (perda),  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  kepada  DPRD,  serta  

menyusun  dan  menetapkan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  Selanjutnya  

kepala  daerah memiliki  kewenangan  untuk  mengajukan  rancangan  perda,  

menetapkan  peraturan  daerah  yang disetujui   oleh   DPRD,   melakukan   tindakan   

tertentu   dalam   keadaan   darurat   yang   sangat dibutuhkan  oleh  daerah  atau  

masyarakat,  dan  menjalankan  kewenangan  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sementara  itu,  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah,  wakil  

kepala  daerah membantu  kepala  daerah  dalam  memimpin  penyelenggaraan  urusan  

pemerintahan  daerah, mengkoordinasikan  kegiatan  perangkat  daerah,  dan  

menindaklanjuti  laporan atau  temuan  dari aparat   pengawas,   pemantauan,   dan   

evaluasi.  Melalui   perangkat   daerah   menyumbangkan pemikiran  dan  
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pertimbangannya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  oleh  kepala daerah.  

Melaksanakan  tugas  dan  wewenang  kepala  daerah  selama  kepala  daerah  ditahan  

atau berhalangan  sementara.  Tanggung  jawab  lain  yang  harus  dipenuhi  sesuai  

dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu,  wakil  kepala  daerah  

memenuhi  tanggung  jawab dan kewajiban pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh 

kepala daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. 

Dalam   hal   keberadaan   kepala   daerah   serta   wakilnya   sebagaimana   

tersebut   di   atas diperhitungkan,  maka  perlu  dilakukan  peninjauan  kembali  

kewenangan  kepala  daerah  serta wakilnya   dalam   penyelenggaraan   pemerintahan   

daerah.   Perihal   ini   perlu   mendapatkan pengindahan  atas  banyak  temuan  penelitian  

yang  menyarankan  agar  keberadaan  wakil  kepala daerah  dihilangkan.  Karena  

jabatan  maupun  fungsi  wakil  kepala  daerah  dapat  digantikan  oleh sekretaris  

daerah.3  Jabatan  karir  di  aparatur  negara  yang  memahami mekanisme  kerja  

pemerintahan  dan  juga  dapat  mewakili  kepentingan  kepala  daerah  dalam kekuasaan 

eksekutif tanpa membebani kepentingan politik. 4 

Diperlukannya kedewasaan bagi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan, dan 

untuk mendapatkan good governance di dalam pemerintahan harus ada keseimbangan 

antara semua struktur pemerintahan. Administrasi negara adalah salah satu kunci pokok 

dalam mewujudkan good governance. Ini tak lain karena hampir semua sektor 

pemerintahan didalamnya terdapat sistem administrasi untuk menjalankannya, baik 

hubungan antar aparatur negara maupun negara dengan rakyatnya. Oleh karenanya, 

 
3   Desilia Purnama Dewi, Liana Octavia,  Peran  Sekretaris  Dalam  Mengelola Surat  Masuk dan  

Surat Keluar  Pada Dinas  Perpustakaan  dan  Arsip Daerah  Kota Tangerang Selatan. Jurnal Sekretari, 

Universitas Pamulang, Vol 4, No 2, 2017, hlm:1-20. https://doi.org/10.32493/skr.v4i2.823 
4 Catur Wido Haruni.  Tinjauan  Yuridis  Normatif  Hubungan  Kewenangan  Kepala  Daerah 

dengan   Wakil   Kepala   Daerah   dalam   Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah. Jurnal Humanity, 

Vol 9, Nomor 1, September, 2013, hlm:154-166. 
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hukum administrasi negara sangat erat hubungannya dengan asas-asas pemerintahan yang 

baik dan layak.5  

Dengan mengedepankan rasa tanggung jawab dan kedewasaan antara kepala 

daerah dan wakil kepala daerah serta mengerti arti penting untuk menciptakan good 

governance di dalam pemerintahan yang dipimpinnya, maka bisa dikatakan tidak adalagi 

perpecahan yang akan terjadi di dalam pemerintahan. Dengan kedudukan yang strategis 

dan pengaruh yang kuat di dalam pemerintahan daerah, pengaturan tentang wakil kepala 

daerah menjadi komoditi politik yang sering terjadi perubahan-perubahan di dalam 

pengaturan tentang kepala daerah. 

Hal ini di sebabkan dengan adanya pergerakan politik di dalam negeri, bisa kita 

lihat dari Undang-undang yang mengatur tentang wakil kepala daerah pasca reformasi, 

dan sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan di DPR. Dalam perkembangannya 

undang-undang tentang pemilu yang secara spesifik mengatur tentang wakil daerah tidak 

terlalu banyak, karena selama pasca reformasi pemilihan wakil daerah menjadi satu paket 

dengan kepala daerah dan memiliki peran yang cukup terbatas. Ada hal yang menarik 

ketika berbicara tentang wakil kepala daerah, sering kita lihat ketidak samaan pemikiran 

kepala daerah dengan wakil kepala daerah. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat dari 244 pemilukada pada 

2012 dan 67 pemilukada pada 2013, duet pimpinan daerah yang berlanjut dan periode 

sebelumnya hanya 6,15 persen. Artinya, 94 persen pimpinan daerah berganti pasangan 

pada pemilukada berikutnya. Tingginya perpecahan tersebut tidak terlepas dari konflik 

 
5. Moh Mahfud MD, 2013, Beberapa Persoalan  Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi 

RI, Jakarta, hlm. 21  
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kepentingan penguasa daerah yang masing-masing berambisi menjadi penguasa periode 

berikutnya.6 

Kenyataan yang paling disayangkan, ketika mencuat konflik politik 

kepemimpinan tersebut, hal itu menyentuh ranah publik dan meluas kepada perpecahan 

dalam tubuh pemerintah daerah. Masing-masing kubu berupaya memberikan 

"pengaruhnya". Urusan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi 

terabaikan akibat penyekatan dan pengaruh kepala daerah dan wakilnya.Mereka saling 

berhadapan dan membangun rivalitas dengan bumbu demokrasi.Keduanya sama-sama 

memperoleh dukungan langsung dari masyarakat. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan dimana munculnya kompetisi politik di 

tengah jalan serta dipertajam  dengan tidak dijalankannya fungsi, peran, dan wewenang 

antara kepala daerah dan wakilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini 

memunculkan konflik baru dalam pembagian peran dan tanggung jawab, meski 

pembagian peran tersebut sebenarnya bergantung pada kesepakatan keduanya. Seiring 

dinamika politik di daerah, tak jarang kesepakatan itu hilang. Selain itu, ketidaksejalanan 

pasangan kepala daerah ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dibuat daerah 

bersangkutan. Inilah bibit dari disharmoni kepala daeral dengan wakilnya.  

Wakil walikota selama ini dirasakan kurang berperan di dalam pemerintahan 

daerah di karenakan kewenangan dan tugas wakil walikota tidak dijalankan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang yang ada. Jika ingin membuat kedudukan dan kewenangan 

wakil walikota yang baik, maka kita harus bisa membuat pondasi yang kuat terlebih 

dahulu. Kedudukan wakil walikota sangat dipengaruhi oleh kewenangan yang dimiliki 

kepala daerah, kewenangan kepala daerah ini sendiri lahir dari mekanisme pemilihan 

 
  6 Yeyet Solihat dan Nanang Nugraha, Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, Jurnal 

Politikom Indonesiana, Vol. 1 No. 2, Desember 2016, hlm 131-150. 
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wakil walikota tersebut. Oleh sebab itu mekanisme pemilihan wakil walikota ialah awal 

dari kekuatan kedudukan dan kewenangan yang nantinya dimiliki oleh kepala daerah.7 

Fenomena wakil walikota ini sendiri menarik untuk diteliti, apalagi jika dikaitkan 

dengan kenyataan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan 

proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, akan selalu ada kait-

mengait kekuatan politik dan hukum di dalam perjalanannya, dilatar belakangi hal 

tersebut di atas penulis melakukan  penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “ 

ANALISIS YURIDIS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB WAKIL     

WALIKOTA  PALEMBANG  PERIODE 2018 – 2023 DALAM PEMERINTAHAN  DI 

ERA OTONOMI DAERAH ” 

 

B. Permasalahan : 

Dari latarbelakang yang telah diuraikan  sebelumnya maka yang menjadi 

permasalahan adalah : 

1. Bagaimana pengaturan wewenang yang dimiliki oleh Wakil Walikota Palembang 

dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di era otonomi daerah ? 

2. Bagaimana tanggung jawab Wakil Walikota Palembang terkait dengan tugas 

pemerintahan  yang tidak dapat dijalankan sepenuhnya di Kota Palembang ? 

3. Bagaimana konsep pengaturan wewenang dan tanggungjawab wakil walikota kedepan 

dalam mewujudkan visi Palembang EMAS ? 

 

 

 

 
7. Janederi M. Gaffar, 2011, Implikasi Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, 

Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta , hlm. 48  
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C. Ruang Lingkup Pembahasan :  

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang Hukum Tata Negara yang 

sangat luas kajian keilmuannya. Untuk tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian ini 

sehinnga lebih  terarah dalam menjawab dan menguraikan hasil temuan penellitian yang 

telah dilakukan maka perlu dilakukannya pembatasan permasalahan  dengan menitik 

beratkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Walikota Palembang dalam 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di era otonomi daerah serta  tanggung jawab 

Wakil Walikota Palembang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang 

dilaksanakannya. Kecuali  yang terkait dengan pokok bahasan. 

D. Tujuan dan manfaat penelitian : 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut: 

a. Wewenang yang dimiliki oleh Wakil Walikota Palembang dapat 

dilaksanakan sepenuhnya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di era 

otonomi daerah 

b. Tanggung jawab Wakil Walikota Palembang terkait dengan tugas 

pemerintahan  yang tidak dapat dijalankan sepenuhnya di Kota Palembang 

2. Manfaat Penelitian : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara: 

a. Secara Teoritis 



8 
 

 
 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah ( 

ilmu pengetahuan ) pada kajian bidang Hukum Tata Negara, terkhsus terkait 

pelaksanaan kewenangan pemerintah secara praktis. Oleh karenanya 

diharapkan kedepan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait 

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga prakteknya ada 

keseimbangan dan keadilan antara Walikota dan Wakil Walikota. 

b. Secara Praktis 

Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi  bagi 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait dalam mengevaluasi  peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung 

jawab pemerintah terkhusus tentang kewenangan Wakil Walikota yang 

seimbang dan berkeadialan 

E.  Kerangka Teori dan Konsepsional : 

1. Kerangka Teori 

Perdebatan mengenai pemerintah daerah tidak terlepas dari pembicaraan 

pemerintahan secara umum, pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang 

berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat kelengkapan sedangkan 

pemerintahan merujuk bidang tugas atau fungsi. 

Pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban 

yang dijalankan oleh eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti 

luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan 

kemerdekaan. Berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah 

negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi struktural 
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fungsional dapat didefinisikan sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai 

fungsi yang dilaksanakan atau dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara. 

Konsep negara hukum ini kemudian mulai berkembang dengan pesat sejak akhir 

abad ke-19 dan awal ke-20 di Eropa Barat Kontinental, Immanuel Kant dan F.J. Stahl 

menyebutkan dengan istilah rechtsstaat, sedangkan di Negara-negara anglo saxon, 

A.V. Dicey menggunakan istilah Rule of Law. Menurut F.J. Stahl, unsur-unsur 

rechtsstaat dalam arti klasik, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 

pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia; 

pemerintahan berdasarkan peraturan; adanya peradilan administrasi. Adapun unsur Rule 

of Law menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut: supremasi aturan-aturan  hukum 

(the absolute supremacy or predominance of regular law); kedudukan yang sama 

dihadapan hukum (equality before the law or the equal subjection of all classes to the 

ordinary law of the land administrated by ordinary law courts); adanya jaminan 

terhadap hak-hak asasi manusia (a formula expressing the fact that with us the law of 

contitution, the rules which in foreign countries naturally form part of a 

contitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals 

as defined and enforced by the courts)8 kepada beberapa badan atau lembaga negara 

lainnya, merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap 

hak asasi manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia. Demikian pula harapan agar pemerintahan dijalankan berdasarkan 

hukum atas dasar persamaan dihadapan hukum, terkandung maksud untuk mewujudkan 

pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (Government by law, nor by men). 

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah 

 
8. Abdul Hamid S. Atamimi, 1992. Konsep Negara Hukum Modern, Universitas Indonesia Press, 

Jakarta, hlm. 62 
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dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles menyatakan: “Aturan 

konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali 

apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan 

menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai 

tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak. 

Aristoteles mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu 

pertama; pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua; pemerintahan 

dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan- ketentuan umum, bukan 

hukum yang dibatasi secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan 

konstitusi, ketiga; pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan 

atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan 

despotis. Ajaran negara berdasarkan atas hukum (de rechtsstaat dan the rule of law) 

yang mengandung esensi bahwa hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi 

penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada  hukum. Tidak ada kekuasaan 

di atas hukum. Semuanya ada di bawah hukum. Dengan kedudukan ini tidak boleh ada 

kekuasaan yang sewenang- wenangnya.9 Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini 

menggunakan 2 (dua) teori hukum, yaitu teori kewenangan dan teori tanggungjawab 

dan tidak menutup kemungkinan dalam pengembangannya akan  didukung beberapa 

teori terkait. 

1. Teori Kewenangan : 

Pengertian Kewenangan Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang 

diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaanyang dipunyai untuk melakukan 

sesuatu. Kewenanangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh 

Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin 

 
9. Ibid , hlm. 82  
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ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (autority 

gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 

yang diberikan oleh Undang Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) 

hanya mengenai suatu ”onderdeel”(bagian) tertentu saja dari kewenangan.10 

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden).Wewenang 

merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak 

hanya meliputi wewenang membuat keputusa pemerintah (bestuur), tetapi meliputi 

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi 

wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Secara yuridis 

pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. 

 Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah“bevoegheid wet kan 

worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door 

publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer” bahwa 

wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan 

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam 

hukum publik . 

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering  Ateng 

Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggungjawab disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering 

dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan 

kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk 

 
10. Ateng Syaifudin, 2012, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Graha Pustaka Abadi, Jakarta, 

hlm 28  
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hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 

diperintah” (the rule and the ruled) .Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi 

kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum.  Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan 

hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match” ,sedangkan kekuasaan 

yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau 

legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu 

kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang 

diperkuat oleh negara .11 

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan 

memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh 

Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan 

unsur esensial dari suatu negaradalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping 

unsur-unsur lainnya, yaitu:  

1. hukum;  

2. kewenangan (wewenang);  

3. keadilan;  

4. kejujuran;  

5. kebijakbestarian; dan  

6. kebajikan 12 

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam 

keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, 

berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara 

harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan 

 
11 . Philippus M Hadjon, 2009, Hukum Adminsitrasi Negara Indonesia, PT.Tjipta Karya, Bandung 

, hlm 42 
12. Ibid hlm. 56  
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seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi  tingkah laku seseorang 

atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan 

dan tujuan dari orang atau negara . 

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga 

negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana 

jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban 

tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban .Dengan demikian kekuasaan 

mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan 

hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, 

juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau 

perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Dari berbagai pengertian 

kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan 

(authority)memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). 

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan 

wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek 

hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk 

melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.. Sumber Kewenangan Didalam 

hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu 

prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan 

kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental 

.Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, 

kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh 

Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang 

berasal dari pelimpahan. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan 

wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan 
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apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas 

nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat,  pejabat yang diberi mandat menunjuk 

pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).13   

Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada 

sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan 

kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi 

adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) 

pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi 

kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, 

tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) 

memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau 

mengambil suatu tindakan atas namanya.14 

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, 

kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan 

dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi 

hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan menganai 

kemungkinan delegasi tersebut.Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut   

1. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi 

hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam 

peraturan perundang-undangan;c. 

2. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak 

diperkenankan adanya delegasi;. 

 
13. Ni‟matul Huda,2005,  Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,  

Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta , hlm. 20-23  
14. Bagir Manan,1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, , hlm. 22  
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  Sifat Kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat 

terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat 

berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan 

(besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikingen) oleh organ pemerintahan sehingga 

dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.Menurut Indroharto, 

kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan 

dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan 

dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. 

Pada kewenangan fakultatif apabila dalam halbadan atau pejabat tata usaha 

negarayang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak 

masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukandalam hal-hal tertentu atau 

keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya.Dan yang ketiga yaitu 

kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan 

kepada badan atau pejabat tata usaha negarauntuk menentukan sendiri isi dari keputusan 

yang akan dikeluarkannya.  

Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu 

kebebasan kebijakanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa 

ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan 

kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (verge norm). Batasan 

Kewenangan Di dalam negarahukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan 

merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan dan kenegaraan di setiap negarahukum terutama bagi negara-negara 

hukumdan sistem kontinental. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan 

diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus 
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lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, 

kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.  

2. Teori Tanggung Jawab : 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu 

keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. 15  

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan 

seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan 

suatu perbuatan.16 Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk 

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain 

untuk member pertanggungjawabannya17. 

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, 

yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas 

dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa 

kesalahan yang dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab 

risiko atau tanggung jawab mutlak (strick liability)18 Prinsip dasar pertanggung jawaban 

atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena 

ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab 

 
 15 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005. 

 16 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 34 

 17 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 

2010, hlm 48. 

 18 Ibid. hlm. 49. 
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risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen 

tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. 

 

2. Kerangka Konsepsional : 

       Menurut Soerjono Soekanto kerangka konseptual, merupakan kerangka yang 

menggambarkan  hubungan antara konsep-konsep yang khusus,  yang ingin atau akan 

diteliti sehubungan dengan variabel pada judul dan permasalahan yang akan  diteliti. 

a. Tanggung Jawab  Adalah   keadaan   di mana wajib    menanggung   segala   sesuatu 

sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab,  menanggung  segala sesuatu yang 

menjadi akibat 

b. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu 

c. Wakil Walikota adalah Wakil Kepala Daerah  yang dalam melaksanakan tugasnya 

membantu Kepala Daerah / Walikota. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih 

secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh 

dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.19 

d. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur 

komunitas di wilayah tertentu 

 
19 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1994), hlm. 108 
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e. Otonomi daerah adalah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai undang-undang. 

F.  Metode Penelitian 

       Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa 

dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi.  Bertolak dari judul dan permasalahan 

yang mendasari penelitian ini serta judul  ada beberapa hal yang menyangkut metode 

penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang 

diteliti 

 

a. Jenis Penelitian 

             Penelitian   ini   menggunakan   penelitian   hukum   normatif    yang   mengkaji   

peraturan perundang-undangan   yang   berlaku   untuk   suatu   masalah   hukum  

tertentu,   khususnya   yang berkaitan  dengan  pelimpahan  wewenang  kepala  

daerah  serta  wakilnya  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. 

b. Metode Pendekatan masalah  

Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  teori    (theoretical  

approach), dengan  pertimbangan  bahwa  setiap  teori  hukum  mempunyai  

konsep  tentang  kaidah  hukum, ketaatan  terhadap  hukum,  konsep  keadilan,  

dan  konsep-konsep  sumber  hukum  serta  konsep tentang  penemuan  hukum.  

Selain  itu,  teori  hukum  merupakan meta teori  dari  dogmatik  hukum, sehingga 

teori hukum menjadikan dogmatik hukum sebagai objek kajiannya.  
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan merupakan  sumber data sekunder. Dimana  data 

sekunder merupakan berbagai berbagai bahan yang sebelumnya telah 

dikumpulkan  oleh peneliti yang akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan 

data penelitian. Data sekunder ini berupa buku, publikasi pemerintah, catatan 

internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan 

informasi yang sedang dicari.20 

d. Teknik Analisis Data 

 Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah 

analisa data.  Data yang bersifat kualitatif, diidentifikasikan, dikategorikan dalam 

sistematika metode analisa kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif 

akan disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan.21   

Data setelah diolah akhirnya dianalisa secara diskriptif analitis artinya fakta yang 

sedang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dari hasil analisa yang 

kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tesis. Dari analisa tersebut 

kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban untuk 

menjelaskan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan 

menarik kesimpulan   sesuai dengan data yang diperoleh setelah melalui teknik 

penganalisisan data 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tesisi ini maka  sistematika penulisan  terdiri dari empat bab  yang 

tersusun sebagai berikut:  

 
20 .www.merdeka.com. diakses tanggal 02 Maret 2022 

 21 Tatang M Amiin,2006, Menyusun Rencana Penelitian, CV Rajawali, Jakarta. 
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BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan 

tujuan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini disajikan tentang pengertian “ teori kewenangan, teori 

tanggung jawaban, Teori otonomi,  dan sistem pemerintahan  daerah di 

Indonesia  

BAB III        PEMBAHASAN  HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini  membahas tentang  hasil penelitian terhadap permasalahan 

yang dibahas  yaitu   wewenang yang dimiliki oleh wakil walikota 

Palembang dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta tanggung 

jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tersebut 

BAB  IV  PENUTUP 

Bab keempat berisikan tentang  ini berisikan kesimpulan dan saran-saran 

atau rekomendasi  
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